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\oebuah maialah berita beberapa waktu lalu menjadikan "anarki" laporan);;" 
"V" l-"poftrn itu berjudul 
"Berbisnis di tengah rongrongan anarki'
B agaimana berkelit dari penj arahan, pemb aj akan, pemberontakan karyawan'
pematokan, pendudukan, dan aksi-aksi beringas lainnya?"' Seperti laporan-
iupo*r, media lainnya, laporan ini menyoroti berbagai bentuk dan manifestasi
anarki sosial yang ie4aai pasca Orde Baru. Serupa berbagar laporan dan
komentar lainnya] anarki t.Uu dipandang sebagai sesuatu yang negatif dan
destruktif. Anarki ibarat penyaki tyef,'gakan menggerogoti jalinan sosial-politik,
atau sebagai belenggu yang menntangi proses demokratisasi di Indonesia'
Pandangan di atas tentu ada benarny a. Yang perlu ditambahkan adaiah'
pandangan tersebut dapat mengalihkan perhatian dari dinamika dan proses
sosial vu"g lebih luas. Kontradilsi dan konflik yang ada pada strukrur politik-
ekonomr kontemporer, yang melatari anarki tersebut, tidak mendapat perhatian
Tulisan rni dikembangkan dari makatah "Peluang Represi sebagai Solusi Anarki" yang disampakan
dalam Semtnar"Anafu., Represi, dan Demolcrur-i" y*g diadakan dalam rangka Dies Fisipoi UGlv{
1g98, 19 September 1998, dan dikemas khuzus untuk tujuan penerbitan rni.
Staf pengaj ar jurusan Ilmu Hubungan lnternasional, Fisipol, Universitas Gadj ah Mada'
Swasembada I 9 Agusns I 998.
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yang semestinya. Yang juga diabaikan adalah bagaimana ketegangan dan
frustrasi telah menumpuk cukup lama sementara struktur politik Orde Baru
gagalmenanggapi dan mengatasinya. Begltu pula, berbagaikonsekuensi-sosial
anarki lainnya terabaikan. Salah satu di antaranya adalah anarki dan konflik
sosial sebagai lem perekat masyarakat, sabuk penyelamat, atau semen
persatuan politik yang efektif.
Tulisan ingin mendiskusikan beberapa segi dinamika anarki dimaksud.
Secara khusus, akan dikemukakan argumen bahwa masalah yang
sesungguhnya sedang dihadapi Indonesia bukanlah anarki, melainkan
eksploitasi yang berlangsung di masa lalu, dan sekarang membuahkan hasilnya
- 
terlepas dari apakah kita menyukainya atau tidak. Selain itu, tulisan ini
juga akan membahas pendekatan standar terhadap anarki sosial, yaitu represi
dan penindasan. Altrirnya, tulisan ini akan menyinggung pnnsip-prinsip
penanganan masalah publik selain penggunaan represi.
Anarki
Kata anarki berasal dari bahasa Yunani kuno, anarchia, yang artinya "tanpa
pemimpin." Menurut Raymond Willlams, pada awalnya, penggunaan kata
ini tidak berbeda j auh dari penggunaan kata " demokrasi " yang dulu dipandang
sebagai sesuatu yang negatif. Sebagai filsafat politik, anarkisme merujuk kepada
sikap menolak pangeran, penguasa atau pemerintah. "Seorang anarkis," kata
Herbert Spencer p ada 186} "menolak hak pemerintah mencampuri kebebasan
individu." Dalam arti ini, makna anarki sebenarnya dekat dengan makna
"demokrat," "republican," atau "liberal" yang cenderung menolak intervensi
negara dan penguasa ke dalam urusan-urusan warganegara.'
Penggunaankata anarki yang lain berasal dari periode Revolusi Perancis.
Ketika itu, "kalangan anarkis" berarti kelompok-kelompok beraliran politrk
radikal yang menentang status-quo. Kemudian, di akhir abadke-19, anaikisme
menjadi trrito aliran dulu- gerakan sosialis dan buruh yuilg menentang benruk-
benruk Marksisme yang ingin menguasai atau mendirikan negara dan
' Raymond Wiltiams, Keywords (New York: Oxford Uruversiry Press, 1983) hal. 37.
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menentang "sosialisme negara" dan "kediktatoran proletariat." Salah satu
bentuk gerakan buruh yang dikenal dengan nama anarko-sindikalis ingin
membentuk serikat-serikat buruh yangmandiri dan menentang campur tangan
negaru. Variasi makna lainnya bersumber dan kelompok kecil kaum anarkis
yang menghalalkan kekerasan, pembunuhan politik, dan terorisme, khususnya
yang ditujukan kepada penguasa. Di luar berbagar pengertian iru, Wiiliams
jrrga mengatakan bahlva pengertian anarki sebagai setiap situasi ketidaktertiban
dan kekacauan sudah dikenal sejak 1ama.3
Anarki sebagai situasi ketidakternban dan kekacauan diyakini meluas dalam
masyarakat Indonesia pasca-Orde Baru. Jika disimpulkan dari komentar dan
observasi kalangan media, para mengamat, dan pejabat pemerintah, anarki
dapat diartikan sebagai situasi yangditandai dengan ketiadaan keamanan dan
ketertiban di masyarakat. Selaras dengan ini, anarki juga berarti tidak tegaknya
hukum. Bentuk-bentuk anarki tersebut, seperti tampak pada subjudul laporan
yang disebutkan di atas, adalah "penjarahan, pemb ajakan, pemberontakan
karyawan, pematokan, pendudukan, dan aksi-aksi beringas lainnya."
Situasi ketidaktertiban dan kekacauan tentu saja tidak disukai negaramana
pun. Ini selaras dengan pandangan tradisi liberal dalam pemikiran politrk
yang mengatakan bahwa hidup di bawah pemerintahan tertentu lebih baik
dibanding hidup tanpa pemerintahan, dalam siruasi state of nature. Walaupun
pemerintahan itu dipandang sebagai sesuatu yang buruk (evil),kondisi manusia
dianggap akan menjadi lebih buruk lagr jika mereka hidup tanpa pemerintahan.
Unluk memelihara ketertiban dan keamanan, negara menggunakan koersi
dan kekerasan. Dalam definisi Max Weber, negara adalah lembaga yang
memonopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah. Monopoli ini diperlukan
supaya anarki dan kekerasan, baik yang bersumber dari dalam maupun dari
luar perbatasan negara, dapatdiatasi.a Militer dan polisi adalah wakil formal
negara yang, dengan strukhrr organisasi yang rapih, bertugas membela dan
mempertahankan keamanan dan ketertiban.
' Ibid. Lihat juga Kenneth Burkg A Gnmmar of Motita (New York: Prentice-Hall Inc., 1952) hal.
345 ff.{ Scott Turner, "Globai Civil Sociery Anarchy and Governance: Assesssrng an Emerging Parad^igm,"
Iownal of Peace Research 35(1)1998, hal 37.





Samsu Rizal Purggabean Peluang Represi Sebagai Sohtsi Anarkt
Kendati demikian , negara yang memonopoli penggunaan kekerasan
bersenjata ternyata sering menjadi sumber eutl dan bencana. Dalam kasus
Indonesia, organ utama kekerasan, yaitu angkatan bersenjata, menjalar dan
menyusup ke berbagai kawasan kehidupan. Pada masa Orde Baru, batasan
teritorial dan fungsional terhadap militer hampir-hampir tidak ada. Negara
seolah-olah hendak dijadikan kompleks birokrasi militer yang padagilirannya
menimbulkan suasana otoriter dan darurat. Lebih dari itu, negaramelakukan
berbagailenis pelanggaranhak asasi manusia, seperti penyiksaan, penculikan
dan penembakan warganegara, dan pemenjaraan orang karena pendirian
politik atau keyakinan agamanya. Anggapan bahwa hidup di dalam negaru
lebih aman daripada hidup dalam suasana anarki bagi banyak orang semakrn
sulit dibenarkan. Stabilitas politik yang didendangkan pemerintah terdengar
sepefti lelucon jika diingat kasus Aceh, Timtim, Irian, Tanjung Priok,
Lampung, dan seterusnya. Rejim politik otoriter dan totaliter serupa rejim
Orde Baru menjadi kondisi utama di balik kekerasan negara dan besarnya
pelanggaran hak asasi manusia.s
Anarki sosial yang terjadi akhir-akhir ini dapat ditempatkan pada latar
kekuasan rejim Orde Baru yangsaratkontradilai dan konflik seperti disebutkan
di atas. Selama Orde Baru, pembangkangan dan perlawanan yang radikal
memang sulit berkembang, meluas, dan bervariasi. Kalau timbul, langsung
ditindas tanpa ampun. Ini berlaku untuk gerakan buruh, tuntutan otonomi,
partisipasi dan redistribusi di berbagar daerah, dan perlawanan petani. Sistem
kekuasaan yang eksploitatif berhasil mengatur atau menentukan harapan dan
respon yang mungkin mereka ambil jika ingin selamat.
Bersamaan dengan itu, warganegara menjadi pihak yang disalahkan atau
dikambinghitamkan. Ketika menunfut partisipasi politik, warg anegara
disalahkan dengan tuduhan mengganggu stabilitas. Ketika menunlut keadilan
mereka dituding mengamuk atau terpancing emosi yang dapat mengganggu
kelancaran pembangunan. Kepada mereka dikatakan berulang-ulang bahwa
pemerintah selalu berada di pihak yangbenar dan aises of governance yang
disuarakan mahasiswa dan cendekiawan hanyalah kritik murahan dari pihak-
t Neil J. Mitchell, & James M. McCormic, "Economic and Political Explanations of Human Rights
Violations," World Politioxl(4) Juli 1 988, hal. 480.
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pihak yangtidakbertanggungjawab. Dalam situasi semacam ini, respon yang
paling masuk akal adalah apatisme, ketidakberdayaarl, gerakan cari-selamat,
dan aneka patologi sosial lainnya.6
Keadaan berubah drastis setelah sistem kekuasaan yangeksploitatif tersebut
rubuh. Seperti berlaku di berbagai sistem politik lainnya dalam sejarah,
melemahnya kontrol pusat berjalan seiring dengan peningkatan pembangkangan
dan kekacauan sosial.T Anarki, dalam hal ini, adalahpertanda jatuhnya rejim
lama dan dapat dipandang sebagai sesuatu yang mengandung unsur positif
dan konstrulctif aptabrla rqim lama in: brengsek dan korup. Bentuk-bentuk
tindakan anarkis yang diambil, seperti penjarahan, menjadi indikator
ketidakmampuan aparat keamanan menerapkan koersi sebagai alat
menciptakan keamanan dan ketertiban. Anarki jugamengisyaratkan hilangnya
legitimas i aparatkeamanan yang di masa lalu menjadi alat kekrrasaan rejim.
Ancaman tembak di tempat pun drangap sepi. Malahan penerapan perintat'
tembak di tempat dapat memukul balik, menjadi bumerang, seperti tampak
dalam kasus penembakan mahasiswa Trisakti. Kalau birokrasi militer mernihak
dan membela kekuasaan yarLgeksploitati{ maka lembaga ini akan cirjadikan
sasaran protes sosial.8
Luasnya cakupan protes dan pemb angkangan terhadap sistem kekuasaan
eksploitati f yangiedang bangkrut j,rga tampak nyata dari luasnya partisipasi
dalim berbagaipenjarahan dan kenrsuhan dan pematokan. Yang beraksi bukan
hanya otung d.*asa, tetapi juga anak-anak; bukan hanya laki-laki, tetapi juga
Kasus Gerakan Disiplin Nasionai (GDl.| yang dicanangkan tahun 1997 adalah contoh menarik
yang menunjukkan bagaimana meluasnya apatisme di masyarakat. Apati masyarakat yang sedang
iiaat Ueraaya menghadapi sistem yang eksploitatif dan krisis ekonomi yang sedang berlangsung
dipandang pemerintah sebagai p.rro"1"n ketidakdisiplinan nasional- Karenanya, persoalan iru
diielesaikan dengan gerakan disiplin nasional. Tidak ada usaha mengakui letak persoalan yang
sesungguhny", yiiru ionflik dan kontradiksi yang ada pada struktur politik dan sosial Orde Baru.
Begitu puta, tidak ada kehendak mengakui bahwa apatisme itu adalah kntik terhadap rejim'
Bob Jessop, Soaal Order, Reform and Revoludon Q-ondon: Macmillan, 1972), hal' 86'
Di alam reformasi, ABRI senng mengeluh dan keberatan karena senng "dihujat." Keluhan dan
keberatan ini sama sekali tidak sporuf dan konstruktrf karena mengabarkan kerkutsertaan ABRI,
hingga merut-menit terakhir, dalim membantu menopang kekuasaan yang ekspioitatif era Orde
narirl yang berpartisipasi dalam elsploitasi tidak punya hak tampil "tak berdosa" atau innocent'
Yang sportif dan konstruktif bagr maia depan ciu'a ABRI adalah pengakuan dosa dan permohonan
u^put'un, rnisalnya dengan menghennkan camPurtangan politik dan selanjutnya tuntuk kepada
pimprnan yang dipilih sec:ua demokratis.
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perempuan. Dalam sejarah protes, partisipas i yangmajemuk ini berlangsung
bukan karena "moral bangsa kita zudah hancur berkeping-kepirrg.", Ini adalah
pertanda betapa besar dan luasnyatantangan dan kritik terhadap kondisi yang
ada. Aparatbiasanya menjadikan keikutsertaan penganggur dan preman dalam
aksi penjarahan sebagai sorotan utama. Tetapi, yangharus dicatat baik-baik
adalah keikutsertaan perempuan dalam aksi-aksi kerusuhan dan penjarahan.
Keikutsertaan mereka adalah bukti gawatnya kondisi yang diprotes dan
ditentang rakyat, dan kuatnya desakan supaya pembahan berlangsung.r0
Sasaran atau obyek tindakan anarki perlu pula mendapat perhatian karena
mengandung hikmah tersendiri. Yan g drjarahbukanlah gudang amunisi atau
markas besar angkatan benenjata. Perusuh, penjarah, karyawan pemberontak,
atau pematok tidak menganggap amunisi atau tanda bintang sebagai bagian
dari kebutuhan pokok mereka. Yang dijarah adalah lokasi kebutuhan pokok
dan apa saja yang dinilai menjadi pokok sengketa, seperti toserba, kebun
bawang, gudang beras, truk pengangkut gula pasir, kebun kakao, kebun kopi,
dan tambak udang ekspor. Yang dipatok adalah ranch dan lapangan golf
Yang diperoleh lewat jalur culas dan penipuan blak-blakan. Yang dimogokkan
ddalah angkutan kota yangkesulitan onderdil atau perusahaan yang memeras
pekerjanya. Semua ini menunjukkan bagaimana pilihan sasaran dan isu protes
tidak muncul secara kebetulan. Pilihan itu mengisyaratkan prinsip yang
dikemukakan, kebutuhan yang diprihatrrkan, dan pengalaman tertindas secara
kolektif.'l
Represi
Tepatkan represi secara militer digunakan sebagai alat mengatasi anarki sosial
seperti diterakan di atas? Bagi sebagian kalangan, jawabnya positif. Pendapat
dominan di kalanganaparatkeamanan, kalangan bisnis, dan pemerintah pada
umumnya mengatakan bahwa ymgpaling bertanggungj awab mengatasi anarki
' "Ketika Hukum Tak Lagi Diindahkan," Swasembada, op. cit., hal.24.
'o Anne Norton, Reflections on Politicat Identity (Baltimore: Johns Hopkins Universiry Press,
1988), hal. l7l.
" Richard Cloward and Frances Fox Piven, Poor People's Movemenrs (New York: Vintage,
1979), hal. 20-2r.
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adalah ABzu. Asumsinya cukup jelas. Oleh karena angkatan bersenjata
menrpakan pemegang monopoli penggunaan kekerasan bersenjata, dan oleh
karena anarki adalah persoalan pemulihan keamanan dan ketertiban dan
penegakan hukum, maka ABRI ialah pihak yang paling dapat diandalkan
mengubah anarki menjadi tertib sosial. Selaras dengan ini, ABRI mengerahkan
SSK (satuan setingkat kompi) untuk mengatasi kerusuhan dan berbagarbenruk
kekerasan kolektif. Semakin besar skala kerusuhannya, semakin besar pula
daya represi yang digunakan.
Akan tetapi, anggapan di atas memiliki kelemahan mendasar. Jangankan
dalam situasi gawat dan disekuilibnum total seperti yang dihadapi Indonesia
sepanjang tahun L998. Dalam kehidupan politik yang normal pun pendekatan
represi mengandung banyak kelemahan. Pendekatan represi mengandung
pemikiran tersendiri mengenai definisi tugas dan tindakan yangakan diambil.
Biasanya, fokus pendekatan ini adalah memulihkan keamanan dan ketertiban.
menangk apl parapelaku, dan kemudian mengadili para pelaku yang dranggap
"bertanggungjawab." Dalam konteks inilah dapat dipahamr aparat yang
mengatakankepadapublikbahwa "situasi amanterkendali" setiap kali;:rereka
menggunakan represi. Padahal , yang terjadi barulah penangkapan
warganegaru yang diduga sebagai pelaku yang bertanggungjawab.
Lebih lanjut, pendefinisian tugas seperti di atas mengandung konsekuensi-
konsehrensi tersendiri. Oleh karena aparat keamanan menilai situasi yang
ada sudah parah, mereka memberikan respon yangagresif dan represif dengan
harapan keamanan dan ketertiban akan pulih. Sikap dan motif yangmenyertai
pendekatan ini ditandai dengan agresi, dominasi, atav rasa malu karena
stabilitas yangharus dipertahankan ataII costternyatatelah diinjak-injakpara
pelaku yang dianggap sebagai perusuh dan pengacau. Dalam sinrasi seperti
ini, warganegara berubah menjadi musuh yang harus dihancurkan. Akan
tetapi, yang terjadi bukan pulihnya keamanan dan ketertiban, tetapi
meningkatrya polarisasi dalam masyarakat yang pada gilirannya menunlut
respon yang lebih represif lagi.
Padasaat yang sama, akar persoalan luput dari perhatian dan penanganan.
Penggunaan represi sangat menekankan manajemen, kontrol, dan
pengurangan kemungkinan timbulnya tindakan-tindakan yang dipandang
anarkis. Yang dipermasalahkan bukanlah bagaimana memenuhi kebutuhan,
aspirasi, atau keinginan masyarakat supaya persoalan tidak timbul sejak
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yang punya nalar dan mampu bertindak berdasarkan prinsip tertentu.r2 Amat
disayangkan apabila pendekatan ini berranjut ke era pasca-soeharto.
Implikasi pendekatan represif lainnya menyangkut lokasi politik dalam
sistem politik Orde Baru. Ada angapanbahwa politik hanya aia dilembaga-
lembaga formal seperti partai politik, DPR, MPR dan lain-lain pada tingkat
nasional. Para pemain politik di arena-arena ini adalah elit. Di luar itu, di
desa dan kecamatan yang jauh dari ibukota, atau di pabrik dan di kampus,
tidak ada politik. Yang ada pabng-paling isu yang tidak benar, oknum iung
tidak bertanggungj awab, kabar burung yangtidak bisa dipertanggungj awabkan,
ketidaksenangan segelintir orang terhadap pemegang otoritas, atau penjarah
dan kriminal. Ini turut menjelaskan men Eapa kerusuhan sembako, dan
kerusuan atau penjarahan yang frekuensinya meningkat tajam dua tahun
belakangan, tidak diperlalcukan sebagai benhrk keterlibatan dan partisipasi
masyarakat banyak dalam sistem politik yangmenindas dan gagalmemenuhi
kebutuhan warganya. Yang terjadi jrstru sebaliknya. Kerusuhan sembako tidak
lebih dan ganggtan keamanan dan ketertiban yang-meminjam istilah seorangjenderal, harus dilibas.
Sangat sedikit tanda yang menunjukkan pemerintah bersedia mengaku
salah dan menerima fakta bahwa protes dan kerusuhan adalah kritik terhadap
pemerintah dan pemegang otoritas pada umumnya, baik langsung maupun
tidak. Publik melancarkan kritik tersebut dengan mengambil-alih dan
melalcukan tindakan-tindakan yang dinilai masyarakat (dan diakui pemerintah)
sebagai tanggungjawab pemerintah dan pemegang otoritas, tetapi terbukti gagal
ditunaikan. Demonstrasi mahasiswa, pemogokan supir angkutan kota, dan
penjarahan yang dilakukan penduduk miskin tidak pernah dipandang sebagai
kritik terhadap kegagalan pemerintah memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya.
Dengan kata lain, penggunaan pendekatan represi mengalihkan perhatian
pemerintah dari pertanggungjawaban dan tindakan mengambil langkah
penyelesaian masalah yang serius.
Lihat Charles Tilly, "Food Supply and Public Order in Modern Europe," Charles Tilly, ed., The
Formadon of National Stats n Western Ewope @rinceton: Princeton Univenity Press, 1975).
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Mencari Alternatif
Apabila rePrcsi tidak selalu dapatdiandalkan, usaha-usaha mencari alternatif
pendekatan tentu merupakan agenda penting politik di Indonesia. Sebagai
langkah awal untuk ini, diperlukan perubahan cara pandang terhadap konflik
dan kekerasan kolektif.
Pertama-tama, dalam kerusuhan dan anarki sosial, yang tersedia bukan
hanya risiko dan mara bahaya, tetapi peluang juga. Dalam uraian di atas
telah ditekankan anarki sosial sebagai risiko paling besar yang dihadapi
masyarakat. Akan tetapi, perlu diingatbahwa risiko tersebut seimbang dengan
peluang yangtersedia. Seperti kata orang, di mana adabahaya, di situ ada
keselamatan. Dalam kerusuhan sembako, misalnya, ada risiko rusaknya
fasilitas publik dan terganggunya aktivitas ekonomi di suatu kota yang dilanda
kerusuhan. Akan tetapi, pada saat yang sama, dalam kerusuhan sembako
ada peluang. Misalnya adalah peluang menyadari ketidakberesan dalam
produksi, distribusi, dan konsumsi sembako. Apabila pemerintah responsif
dan sadar, pemerintah dapat mengambil langkah dan kebijakan yang
diperlukan supaya masalah sembako terbereskan.
Kedua, kerusuhan dan tindakan-tindakan anarki jangan hanya dipandang
sebagai persoalan keamanan dan penegakan hukum. Anarki dilatarbelakangi
atau difasriitasikan oleh kondisi sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan
premanisme. Tetapi, ini saja tidak cukup. Anarkj juga difasilitasi oleh rejim
yang mendominasi konglomerat dan Akir miskin. Selain itu, supaya anarki
berlangsung, yang diperlukan bukan hanya meluasnya pelanggaran hulanm,
tetapi juga janji-janji palsu Bapak Pembangunan, kegagalan swasembada
pangan, serta pemenuhan kebutuhan pokok lain yang yang menjadi sasaran
protes. Prilaku-prilaku anarkis bersumber dari, atau ditenfirkan oleh, kondisi
yang sekarang sedang meliputi masyarakat luas. Kondisi tersebut ditandai
dengan kegagalan dan distorsi dalam pemenuhan kebutuhan dasar
warganegara di bidangkeamanan, pmlgan,pemerintahan, dan martabat sosial
mereka. Anarki dapat dihentikan dengan pendekatan yang menekankan
pemenuhan kebutuhan asasi manusia seserius dan sesegera mungkin tanpa
embel-embel represi
Dengan memandang persoalan anarki melulu dalam terma-terma
keamanan dan penegakan hukum, maka penyelesaian masalah mendasar,
sepertipengangguran, krisis ekonomi,lcrisis legitimasi, dankegagalanberbagai
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kebijakan pemerintah. Sehubungan dengan masalah sembako, misalnya, yang
perlu dipikirkan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan rakyat, bukan
menindak perusuh. Yang perlu dilaksanakan sesegera mugkin adalah melayani
masyarakat, bukan menegakkan hukum dan memelihara ketertiban. Yang
mendesak dilakukan adalah mengawasi pasar dan mengidentifikasi wilayah
yang paling rentan terhadap kemiskinan dan kelangkaan pasokan bahan pokok,
bukan mencari-cari kambing hitam. Sebaliknya, tujuan memenuhi kebunrhan
rakyat yang paling sah dan asasi tidak dapat dicapai dengan menggunakan
pendekatan kekerasan. Selaras dengan ini, alat-alatkoersi dan represi seperti
militer bukanlah pihak yang berkompeten men capaitujuan tersebut. Malahan,
penggunaan represi tampak seperti pelecehan terhadap persoalan yang
dihadapi.
Selanjutrya, pendekatan yang menekankan pemulihan keamanan dan
penegakan hukum bukanlah pendekatan yang tepat untuk skala dan magni'
rude krisis dan anarki yang dihadapi saat ini. Dalam situasi krisis yang
multidimensi, pendekatan pemulihan keamanan dan penegakan hukum
seringkali tidak mengenai sasaran karena pendekatan ini mengasumsian sinrasi
normal. Dalam situasi normal itu, perimbangan kekuatan pemaksa fiIemang
cenderung kepada aparat keamanan dan penegak hukum. Apabila situasi
normal tidak ada seperti halnya situasi di Indonesia menjelang runtuhnya
Orde Baru di tengah-tengah krisis ekonomi dan moneter, maka perimb angan
kekuatan pemaksa bergeser. Aparat, misalnya, tidak akan dapat bertindak
dengan efektif menghadapi kerusuhan apabila kerusuhan inr sudah meluas
meliputi seluruh kota. Dalam situasi seperti ini, negara tidak memiliki cuhrp
penjara dan tahanan polisi untuk menampung beribu-ribu peserta kerusuhan
dan protes sosial yang ditangkapt aparat keamanan.
Banyak bennrk anarki yang mencemaskan sebenamya adalah bagran dan
fungsi dan mekanisme yang lebih luas dalam tubuh politik kita. Pesan yang
disampaikan anarki adalah perlunya menyelesaikan masalah bersama di saat
kritis sekarang ini. Anarki seharusnya mendorong pemerintah dan masyarakat
luas supaya lebih memperhatikan kepastian pasokan bahan-bahan pokok
dengan hargayang masuk akal dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar
manusia lainnya. Anarki seharusnya mengingatkan semua pihak mengenai
perlunya memulihkan kehidupan bersama yang berlandaskan kerjasama,
duduk sama rEndah berdiri sama tinggi, yangjauh dari praktik-praktik
kekuasaan yang eksploitatif. Dengan cara inilah anarki menjadi kritik dan
protes terhadap negara dan pemegang otoritas.
58 JSP. Vol. 2, No. 3, Maret 1999
Samsu Rizal Panggabean Peluaag Represi Sebagai S ol usi Atnrki
Daftar Pustaka
Burke, Kenneth, A Gnmmar of Motiues,New York Prentice-Hall Inc., lgiz.
Charles Tilly, ed., The Formation of National States in Western Europe,
Princeton: Princeton University press, 197 S.
Cloward, Richard, and Frances Fox.Piven; PoorPeopleb Movements, New
York: Vintage, 1979.
Jessop, Bob, Social Order, Refum and Revolution,London: Macmill an, 1972
Norton, Anne, Rellections on Politial ldentity, Baltimore: Johns Hopkins
Univenity Press, 1988.
Williams, Raymond 
, Keywords, New York oxford Univenity Press, 1983.
Jounal of Peace Research, Vol. 35, No. 1998.
World Politics, XL(4), Ju1y, 1988.
Swasembada, 6-19 Agustus, 1998.
JSP. Vol. 2, No. 3, Maret 1999 59
